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Motto dan Persembahan  
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rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh 
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~Yeremia 29:11 

Marbisuk songon ulok marroha songon darapati, artinya (cerdik seperti ular 

memiliki hati yang tulus seperti merpati).  

~Rajum Situmorang  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Negara Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan hukum yang 

mengatur setiap tingkah laku warga negaranya yang masih terkait dari setiap 

peraturan-peraturan yang bersumber dari hukum. Penegakan hukum juga 

harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Karena Negara hukum mengharuskan 

agar hukum senantiasa harus ditegakkan, dihormati dan ditaaati oleh setiap 

warga Negara tanpa ada pengecualian.  

Hukum tersebut harus ditegakkan demi terciptanya tujuan dan cita-cita 

bangsa Indonesia sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Pembukaan 

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-empat yaitu 

membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap 

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan 

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan 

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan 

keadilan sosial. 
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Menurut Sudikno Mertokusumo, tujuan pokok hukum adalah menciptakan 

tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan.1 

Hukum bekerja dengan cara berdiri tegak terhadap perbuatan seseorang atau 

hubungan antara orang-orang dalam masyarakat.2 

Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya, 

perilaku masyarakat justru semakin kompleks. Perilaku demikian apabila 

ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan 

sesuai dengan norma dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma.3 

Masyarakat yang cenderung tidak mempedulikan aturan hukum yang berlaku 

sebagian besar dari masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang rendah. 

Dengan kondisi seperti ini masyarakat tersebut cenderung untuk melakukan 

segala upaya agar kebutuhan mereka dapat tercapai. Dari upaya-upaya yang 

digunakan ada upaya yang melanggar  norma hukum dan upaya tidak 

melanggar norma hukum. 

Hukum dibuat untuk suatu tujuan yang mulia, yaitu memberikan 

pelayanan bagi masyarakat guna terciptanya suatu ketertiban, keamanan, 

keadilan dan kesejahteraan, namun pada kenyataannya masih tetap terjadi 

penyimpangan-penyimpangan atas hukum, baik yang dilakukan secara 

sengaja maupun tidak sengaja atau lalai. Oleh karena itu hukum bekerja 

 
1 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty: Yogyakarta, 1999,  

hlm. 71 
2 Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika: Jakarta, 2016, hlm. 10 
3 Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika: Jakarta, 2004, hal. 1 
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dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula 

hukum berupa norma, yang dikenal dengan sebutan norma hukum dimana 

hukum sangat berhubungan dengan masyarakat sebagai tempat bekerjanya 

hukum tersebut. 

Perbuatan dan pelaku merupakan dua hal yang terikat erat. Perbuatan 

dilakukan oleh pelaku. Pada dasarnya, selain ada suatu perbuatan yang 

dirumuskan dalam hukum pidana juga ada pelaku, ada suatu sikap batin atau 

keadaan psikis yang dapat dicela atau kesalahan. Sekalipun perbuatan telah 

sesuai dengan rumusan, ada kemungkinan pelakunya tidak dapat dipidana 

karena pada dirinya tidak ada kesalahan sama sekali, seperti tidak ada 

kesengajaan atau kealpaan. Juga kemungkinan ia tidak dipidana karena 

keadaan psikisnya yaitu menderita penyakit jiwa yang berat.4 

Berhubungan dengan tindak pidana menurut Bambang Purnomo dalam 

bukunya Asas-Asas Hukum Pidana, yang isinya perbuatan pidana merupakan 

suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum 

pidana sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri 

tertentu pada peristiwa hukum pidana, perbuatan pidana mempunyai 

pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa konkrit dalam lapangan 

hukum pidana, sehingga perbuatan pidana haruslah diberikan arti yang 

 
4 Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia, Raja Grafindo Persada: 

Jakarta, 2012, hlm. 4 
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bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan 

istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.5 

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan 

diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan 

yang bersifat aktif yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh 

undang-undang, dan perbuatan yang bersifat pasif yaitu tidak berbuat sesuatu 

yang sebenarnya diharuskan oleh hukum. 

Salah satu bentuk perbuatan tindak pidana dalam bentuk kejahatan adalah 

pencurian. Dimana seseorang ingin menguasai atau memiliki barang yang 

bukan miliknya untuk dimiliki secara melawan hukum.  

Seperti tindak pidana yang terjadi di wilayah Sumatera Utara dimana 

Provinsi Sumatera Utara sudah lama dikenal sebagai daerah awal dan sentra 

industri minyak sawit nasional. Kebun kelapa sawit pertama di Indonesia 

dimulai di Sumatera Utara yakni di Pulu Raja dan Tanah Itam Ulu tahun 

1911. Dari Sumatera Utara, kebun kelapa sawit kemudian berkembang ke 

provinsi lain di Indonesia bahkan juga ke Malaysia.6 

Sumatera Utara saat ini telah memiliki kebun kelapa sawit sekitar 1.4 juta 

hektar dengan produksi minyak sawit sekitar 4.4 juta ton CPO setiap tahun. 

Dari luas kebun kelapa sawit tersebut sekitar 30 persen merupakan kebun 

kelapa sawit rakyat yang berkembang pada 21 kabupaten di Sumatera Utara. 

 
5 Bambang Purnomo, Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia: Jakarta, 1994, hal. 16 
6 Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, Industri Minyak Kelapa Sawit Berkelanjutan, 

Paspi: Bogor, 2016, hlm. 1 
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Diantaranya adalah di Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Asahan, 

Kabupaten Simalungun, Mandailing Natal, Langkat, Labuhan Batu Selatan, 

Serdang Bedagai, Tapanuli Selatan, Padang Lawas dan kabupaten lainnya. 

Tidak hanya itu kepemilikan perusahaan perkebunan kelapa sawit milik asing 

juga meningkat di Sumatera Utara. Dari data Dinas Perkebunan (Disbun) 

Sumut, sejak tahun 2009 hingga 2012, luas perkebunan kelapa sawit yang 

dikelola oleh asing mengalami pertambahan, sehingga tercatat di tahun 2012 

luas lahan asing 115.202,75 Ha dengan produksi setahun mencapai 

1.633.784,75 ton. Porsi lahan sawit asing ini lebih 55 persen dari 200 ribu 

hektare di lahan perkebunan negara. Di Sumatera Utara terdapat 1,2 juta Ha 

lahan perkebunan, dimana 200 ribu milik perkebunan negara, 500 ribu Ha 

perkebunan rakyat, dan 500 ribu Ha lagi milik swasta.7 

Berikut daftar beberapa perusahaan perkebunan kelapa sawit swasta di 

Sumatera Utara: 

1. PT. London Sumatera Tbk. 

2. PT. Sidojadi  

3. PT. Satya Kisma Usaha 

4. PT. Sago Nauli 

5. PT. Karya Hevea 

 
7https://www.tribunnews.com/bisnis/2013/05/15/investor-sawit-asing-ekspansif-di-sumut, 

diakses pada tanggal 5 Februari 2020 pukul 17.46 WIB.  

 

https://www.tribunnews.com/bisnis/2013/05/15/investor-sawit-asing-ekspansif-di-sumut
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6. PT. Socfin Indonesia, dan  masih banyak perusahaan swasta lainnya 

yang beroperasi di Sumatera Utara.8 

Daftar beberapa perusahaan perkebunan kelapa sawit milik negara di 

Sumatera Utara: 

1. PT. Perkebunan Nusantara II 

2. PT. Perkebunan Nusantara III 

3. PT. Perkebunan Nusantara IV, dan lainnya.9 

Dalam bab XXII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur tentang 

tindak pidana pencurian didalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP) yang menentukan: “Barang siapa mengambil barang sesuatu, 

yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk 

memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana 

penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus 

rupiah”. 

Dari uraian diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa suatu perbuatan 

khususnya pencurian, barulah dapat diproses lebih lanjut apabila memenuhi 

unsur-unsur dalam pasal 362 KUHP, yaitu setelah terpenuhinya unsur objektif 

dan unsur subjektif nya. 

 
8 https://latifatulchusna.wordpress.com/2017/10/12/perusahaan-perkebunan-swasta-in-north-

sumatera/, diakses pada tanggal 5 Februari 2020 pukul 17.49 WIB. 
9https://akuntansi329.wordpress.com/2017/10/15/perusahaan-perkebunan-nusantara-di-

sumatera-utara-ptpn/, diakses pada tanggal 5 Februari 2020 pukul 17.52 WIB. 

  

https://latifatulchusna.wordpress.com/2017/10/12/perusahaan-perkebunan-swasta-in-north-sumatera/
https://latifatulchusna.wordpress.com/2017/10/12/perusahaan-perkebunan-swasta-in-north-sumatera/
https://akuntansi329.wordpress.com/2017/10/15/perusahaan-perkebunan-nusantara-di-sumatera-utara-ptpn/
https://akuntansi329.wordpress.com/2017/10/15/perusahaan-perkebunan-nusantara-di-sumatera-utara-ptpn/
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Unsur Objektif: 

a. Perbuatan mengambil 

b. Obyek: sebuah benda 

c. Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain  

Unsur Subjektif: 

a. Dengan maksud 

b. Dengan melawan hukum 

Tindak pidana itu sendiri diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP). Digolongkan  dalam 5 (lima) bagian yaitu: 

1. Pencurian biasa, diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP). 

2. Pencurian yang diberatkan, diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP). 

3. Pencurian ringan, diatur dalam Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP). 

4. Pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, diatur dalam Pasal 

365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 

5. Pencurian dalam keluarga, diatur dalam Pasal 367 Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP). 
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Sebagai salah satu contoh tindak pidana pencurian dalam perkara putusan 

Nomor 40/Pid.C/2018/PN Kis telah melakukan tindak pidana “Pencurian 

Ringan” yang diatur dalam Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP). Tindak pidana ringan menurut M. Yahya Harahap Pemeriksaan 

Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali menyatakan 

antara lain bahwa Tindak Pidana Ringan merupakan jenis tindak pidana yang 

dapat digolongkan ke dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan.10 

Definisi mengenai tindak pidana ringan akan sulit untuk ditemukan dalam 

KUHP, namun difinisi tersebut dapat dipahami dalam rumusan Pasal 205 

Ayat (1) KUHAP yang menyebutkan “yang diperiksa menurut acara 

pemeriksaan tindak pidana ringan adalah perkara yang diancam dengan 

pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda 

sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan 

kecuali yang ditentuakan dalam paragraf 2 bagian ini”. Dalam KUHP terdapat 

sembilan Pasal yang mengatur mengenai tindak pidana ringan diantaranya 

yaitu Pasal 302 Ayat (1) KUHP mengenai penganiayaan ringan terhadap 

hewan, Pasal 352 Ayat (1) KUHP mengenai penganiayaan ringan, Pasal 364 

KUHP mengenai pencurian ringan, Pasal 373 KUHP mengenai penggelapan 

ringan, Pasal 379 KUHP mengenai penipuan ringan, Pasal 384 KUHP 

mengenai penipuan dalam penjualan, Pasal 407 Ayat (1) KUHP mengenai 

 
10 Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP, Sinar Grafika: 

Jakarta, 2009, hlm. 99 
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perusakan barang, Pasal 482 KUHP mengenai penadahan ringan, dan Pasal 

315 KUHP mengenai penghinaan ringan.  

Pencurian ringan merupakan pencurian yang memiliki unsur-unsur dari 

pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan 

unsur-unsur lain (yang meringankan) dan ancaman pidananya yang menjadi 

peringan. Proses penyelesaian perkara tindak pidana ringan mencakup empat 

hal, yaitu pemeriksaan, penyidikan, penyelidikan, dan proses persidangan 

perkara tindak pidana ringan, digunakam proses pemeriksaan acara cepat yang 

diputuskan oleh Hakim tunggal dan tidak disertai Jaksa Penuntut Umum 

didalam pengadilan.11 Kategori tindak pidana ringan ini adalah berdasarkan 

ancaman hukumannya maksimal penjara atau kurungan maksimal tiga bulan 

dan denda maksimal dua ratus lima puluh rupiah.12 Dalam kasus ini pelaku 

tindak pidana pencurian yang bernama Syamsuddin alias Udin umur 35 

Tahun, pada hari Minggu Tanggal 18 Pebruari 2018 sekira pukul 12.30 Wib, 

ketika saksi Suryadi dan saksi Ramadhani selaku PTPN III Karyawan Kebun 

Sei Dadap  sedang melaksanakan patroli di Afd II Blok 107 1993 PTPN III 

Kebun Sei Dadap Kabupaten Asahan, pada saat itu melihat seorang laki-laki 

 
11Raymond Lontokan, Proses Penanganan Tindak Pidana Ringan Menurut Kitab Undang-

Undang Acara Pidana, Lex et Societatis, Vol. V, No. 2, 2017, hal. 14, https://ejournal.unsrat.ac.id/inde

x.php/lexetsocietatis/article/view/15229/14789, diakses pada tanggal 5 November 2019 pukul 18.20. 
12Haryanto, Gunarto, Ira Alia Maerani, Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 

Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda KUHP Di 

Kepolisian Resor Rambang, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 13, No. 1, 2018, hal. 121, 2018, http:/

/jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/2590/1946, diakses pada tanggal 5 November 2019 

pukul 18.45. 

 

https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/15229/14789
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/15229/14789
http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/2590/1946
http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/2590/1946
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yang bernama Syamsuddin als Udin sedang melakukan pencurian buah kelapa 

sawit milik PTPN III Kebun Sei Dadap sebanyak 4 (empat) tandan dengan 

cara memanen langsung dari Pohonnya dengan menggunakan alat berupa 

egrek. Dan pada saat Terdakwa melakukan pencurian terhadap buah kelapa 

sawit tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak perkebunan PTPN III Kebun 

Sei Dadap selaku pemiliknya, sehingga perkebunan PTPN III Kebun Sei 

Dadap mengalami kerugian sebesar Rp 220.000 (dua ratus dua puluh ribu 

rupiah); Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 364 

KUHPidana Jo. Perma RI Nomor 2 tahun 2012. Dan berdasarkan putusan 

Hakim Pengadilan Negeri Kisaran Tersangka dijatuhi pidana penjara selama 1 

(Satu) bulan. 

Kasus lain yang sama pernah terjadi yaitu tindak pidana pencurian yang 

dilakukan oleh  Baginda Kahar Siregar berusia 54 Tahun, pencurian tersebut 

dilakukan di Dusun Batanggogar Desa Batanggogar Nadenggan Kec. Sungai 

Kanan Kab. Labuhan batu Selatan. Pada hari Jum’at tanggal 24 Oktober 2014 

sekira pukul 19.00 Wib di Devisi I Blok 44 Kebun PT Tapian Nadenggan 

terjadi tindak pidana pencurian buah kelapa sawit sebanyak 17 (Tujuh belas) 

janjang buah kelapa sawit atau sekitar seberat 100 Kg (Seratus kilogram) 

dengan cara masuk ke areal perkebunan PT. Tapian Nadenggan dan 

Tersangka melihat pohon kelapa sawit yang tanamannya kira-kira 4 (Empat) 

tahun dan buah kelapa sawit yang ada dipohonnya dan buah kelapa sawit yang 
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ada dipohonnya tersebut telah masak atau siap panen lalu tersangka 

mengambil 1 (Satu) pucuk parang bergagang kayu yang panjangnya 40 cm 

dan diarahkan oleh Tersangka ke pangkalan buah kelapa sawit tersebut dan 

setelah buah kelapa sawit  tersebut lepas dari pohonnya dan jatuh ketanah dan 

Tersangka mengumpulkan sebanyak 17 (Tujuh belas) janjang buah kelapa 

sawit. Tersangka mengambil buah kelapa sawit tersebut tanpa ijin dari pihak 

PT Tapian Nadenggan. Sehingga akibat perbuatan Tersangka PT. Tapian 

Nadenggan mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu 

Rupiah) dan berdasarkan putusan Pengadilan Tersangka dijatuhkan hukuman 

pidana penjara selama 2 (Dua)  Bulan. 

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut dalam rangka penulisan skripsi dengan judul 

“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU 

PENCURIAN KELAPA SAWIT DI WILAYAH  SUMATERA UTARA” 

B. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana 

pencurian kelapa sawit di wilayah Sumatera Utara? 

2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam 

penjatuhan putusan terhadap pelaku pencurian kelapa sawit di wilayah 

Sumatera Utara? 
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C. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penulisan dan penelitian dari skripsi ini adalah: 

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pertanggungjawaban pidana terhadap 

pelaku tindak pidana pencurian kelapa sawit. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan majelis hakim 

dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pencurian kelapa sawit. 

D. Manfaat Penelitian  

Dalam1melakukan  suatu penelitian, tentunya diharapkan adanya manfaat 

dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat 

yang didapat dari sebuah penelitian1adalah. 

1. Manfaat Teoritis  

Hasil1dari penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat dan menambah 

karya ilmiah, wawasan serta informasi tentang penyebab terjadinya tindak 

pidana pencurian kelapa sawit. Selain itu penelitian ini juga diharapkan 

dapat memperkaya referensi, dan literatur serta dapat menjadi kajian 

informasi bagi fakultas hukum, penegakan hukum, dan masyarakat pada 

umumnya. 

2. Manfaat Praktis  

a. Hasil1dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan 

tentang proses pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak 

pidana pencurian kelapa sawit, hasil dari penelitian ini diharapkan juga  

dapat menjadi masukan bagi penegakan hukum dan masyarakat, serta 
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dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan 

sumbangan pemikiran, didalam perkembangan hukum dalam 

pertanggungjawaban tindak pidana pencurian kelapa sawit. 

b. Hasil1penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak yang 

terlibat dengan masalah yang diteliti dalam memberi informasi kepada 

masyarakat dan untuk mengetahui kemampuan penulis dalam 

menerapkan ilmu yang diperoleh dalam penelitian1tersebut. 

E. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah supaya skripsi 

ini menjadi terarah dan tersusun secara sistematis, serta mengingat luasnya 

jangkauan hukum pidana maka, ruang lingkup pembahasan dalam penulisan 

ini dititik beratkan pada pidana, pemidanaan, dan perttanggungjawaban 

hukum pidana, terhadap tindak pidana pencurian kelapa sawit. 

F. Kerangka Teori 

Dalam sebuah tulisan ilmiah kerangka teori adalah hal yang sangat penting, 

karena dalam kerangka teori tersebut akan dimuat teori-teori yang relevan 

dalam menjelaskan masalah yang sedang diteliti. Kemudian kerangka teori ini 

digunakan sebagai landasan teori atau dasar pemikiran dalam penelitian yang 

dilakukan, karena itu sangat penting bagi seorang peneliti untuk meyusun 
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kerangka teoriyang memuat pokok-pokok pemikiran yang akan 

menggambarkan dari sudut mana suatu masalah akan disoroti.13 

Untuk menjawab suatu permasalahan hukum dalam penelitian ini, maka 

penulis perlu menganalisis menggunakan beberapa teori-teori yaitu sebagai 

berikut: 

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana 

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut juga dengan 

teorekenbaardheid atau criminal responsibility. Didalam hukum pidana, 

pertanggung jawaban pidana bersifat personal atau perseorangan, sehingga 

pertanggung jawaban hanya dikenakan terhadap pelaku perbuatan pidana. 

Oleh karena itu pertanggung jawaban pidana tidak dapat dialihkan kepada 

orang lain. 

Seseorang disebut telah melakukan perbuatan pidana, apabila 

perbuatannya terbukti sebagai perbuatan pidana seperti yang telah diatur 

dalam peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku. Akan tetapi 

seseorang yang telah terbukti melakukan suatu perbuatan pidana tidak 

selalu dapat dijatuhi pidana. Hal ini dikarenakan dalam pertanggung 

jawaban pidana, tidak hanya dilihat dari perbuatannya saja, melainkan 

dilihat juga dari unsur kesalahannya.14 

 
13 H. Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, Gadjah Mada University Press: Yogyakarta, 

1995, hlm. 39 
14 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana,  Cetakan ke 6, Rineka Cipta: Jakarta, 1993, hlm. 153 
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Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai 

diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan 

secara subjektif memenuhi syarat untuk dapt dipidana karena 

perbuatannya itu.15 Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah 

perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan 

yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan 

yang memang bertentangan atau dialarang oleh hukum baik hukum formil 

maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan 

subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut, atau 

dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan 

perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila 

perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu 

perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut 

ada kesalahan yang yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab 

maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada. 

Dalam pertanggungjawaban pidana terdapat asas, yaitu tidak dipidana 

apabila tidak terdapat kesalahan (Geen straf zonder schuld; Actus non 

facit reum nisi mens sir rea). Dapat diartikan bahwa seseorang dapat 

dijatuhi pidana, maka seseorang tersebut tidak hanya telah melakukan 

perbuatan pidana, melainkan juga terdapat unsur kesalahan dalam 

 
15 Roeslan saleh, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan Pertama, 

Ghalia Indonesia: Jakarta, hlm. 33 
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perbuatannya dan juga seorang pelaku perbuatan pidana tersebut telah 

memenuhi unsur kemampuan dalam bertanggungjawab. 

Pertanggungjawaban pidana, berdasarkan sudut pandang terjadinya 

perbuatan pidana, maka seseorang dipertanggungjawabkan pidana apabila 

perbuatannya telah melawan hukum. Selain itu perbuatan pidana yang 

dilakukan juga tidak terdapat alasan pembenar atau peniadaan sifat 

melawan hukum. Kemudian terhadap sudut pandang kemampuan 

bertanggung jawab pelaku, maka hanya seseorang yang mampu 

bertanggung jawab dan memenuhi syarat kemampuan bertanggung jawab 

yang dapat dipertanggungjawabkan pidana atas perbuatannya. 

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa seseorang dapat dijatuhi 

pidana, apabila memenuhi syarat-syarat dalam pertanggung jawaban 

pidana. Menurut Moeljatno syarat-syarat dalam pertanggung jawaban 

adalah:16 

a. Seseorang telah melakukan perbuatan pidana; 

b. Dilihat kemampuan bertanggungjawab oleh seseorang yang telah 

melakukan perbuatan pidana; 

c. Adanya bentuk kesalahan, baik berupa kesengajaan atau kelalaian 

dalam perbuatan pidana; 

 
16 Moeljatno, Op Cit, hlm. 164 
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d. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf yang 

menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku 

perbuatan pidana. 

2. Teori Penjatuhan Putusan  

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan isi dan 

kekuatan aturan-aturan dari hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim 

melalui putusan-putusan. Kekuasaan kehakiman ini diilhami oleh adanya 

teori pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh Monteaqueiu yang 

digunakan agar dalam penjatuhan putusan harus adil, tidak adanya 

keberpihakan, dan menjunjung tinggi nilai kejujuran. Jika kekuasaan 

kehakiman tersebut tidak memiliki kebebasan maka akan timbul sikap 

ketidakadilan.17  

Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan pada 

suatu perkara yang diberikan kepadanya, dimana pada perkara pidana 

hakim memeriksa dan memutuskan perkara menggunakan sistem 

pembuktian negatif. Prinsip dari pembuktian negatif ini adalah 

pembuktian yang menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau 

kesalahan dianggap telah terbukti, disamping dengan adanya alat bukti 

menurut undang-undang juga ditentukan daripada keyakinan yang dimiliki 

seorang hakim yang berlandaskan atas integritas moral yang tepat, maka 

 
17 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim “Dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar 

Grafika: Jakarta, 2010, hlm. 102 
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intinya ialah dalam menjatuhkkan putusan, hakim bukan hanya meninjau 

dari segi yuridis saja tetapi juga harus meninjau dari segi non yuridis yang 

berdasarkan dari hati nurani daripada hakim tersebut. 

Mackenzie menyatakan, ada beberapa teori atau pendekatan yang 

dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan 

dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut: 

1. Teori Keseimbangan 

Keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-

undang dan kepentingan pihak-pihak yang berperkara, seimbang 

dalam pembuktian dan seimbang dalam mengadakan pendamaian.18 

2. Teori Seni dan Intuisi 

Penjatuhan putusan oleh hakim adalah diskresi atau kewenangan oleh 

hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim akan 

menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap 

pelaku  tindak pidana maupun dalam perkara perdata, hakim akan 

melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat 

dalam perkara perdata, sedangkan dalam perkara pidana hakim akan 

melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum. Pendekatan seni 

dan intuisi digunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan dengan 

 
18 Ibid, hlm. 105 
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mempergunakan insting atau intuisi dari pada pengetahuan dari 

hakim.19 

3. Teori Pendekatan Keilmuan  

Titik tolak dari teori pendekatan keilmuan ini merupakan pemikiran 

bahwa proses penjatuhan  pidana dapat dilakukan secara sistematik 

dan penuh kehati-hatian, khususnya yang kaitan dengan putusan-

putusan terdahulu agar menjamin konsistensi dari putusan hakim. 

Sehingga untuk menghindari adanya putusan hakim yang tidak sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang ada. 

4. Teori Pendekatan Pengalaman  

Pengalaman dari seorang hakim adalah hal yang dapat membantu guna 

menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya. Teori pendekatan 

pengalaman dapat membantu hakim dalam menjatuhkan putusan 

terhadap terdakwa melalui pengalaman yang dimiliki hakim pada 

perkara yang pernah diselesaikan sebelumnya. Sehingga hakim tidak 

terlalu kesulitan dalam menangani suatu perkara yang sudah pernah 

diselesaikan sebelumnya.20 

5. Teori Ratio Decidendi 

Teori ini didasarkan pada filsafat yang mendasar, yang 

mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok 

 
19 Ibid, hlm. 106 
20 Ibid, hlm. 108 
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perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-

undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan 

sebagai dasar hukum dalam menjatuhkan putusan, serta menjadi dasar 

pertimbangan bagi hakim. 

6. Teori Kebijaksanaan 

Pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua harus ikut 

bertanggung jawab untuk membimbing, membina dan melindungi 

anak agar dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, 

masyarakat dan bagi bangsanya.21 

G. Metode Penelitian  

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

antara lain: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian 

normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan 

dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder22 yang mencakup 

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.23 

 

 
21 Ibid, hlm. 112 
22 Usmawadi,Petunjuk Penulisan Ilmiah Bidang Hukum Dalam Materi Pendidikan dan 

Kemahiran Hukum, Laboratorium Hukum Edisi Revisi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya: 

Palembang. February, 2008-2009, hlm. 263 
23 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia pres: Jakarta, 

1984, hlm. 53 
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2. Pendekatan Penelitian 

a. Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach) 

Metode pendekatan dalam penulisan ini yaitu pendekatan Undang-

Undang (statute approach) dengan menelaah semua undang-undang 

dan regulasi, yang berkaitan pada isu hukum.24 

b. Pendekatan Kasus (Case Approach) 

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang 

berkaitan dengan isu yang sedang dihadapi dan sudah menjadi putusan 

yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kasus ini dapat berupa 

kasus yang terjadi di Indonesia maupun Negara lain. Yang menjadi 

kajian pokok didalam pendekatan kasus adalah rasio decidendi atau 

reasoning yang artinya pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada 

suatu putusan.25 

c. Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach) 

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan 

doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan 

mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu 

hukum peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan suatu 

pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas 

hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan 

 
24 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group:Jakarta, 2011, 

hlm. 93 
25 Ibid, hlm. 94 
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pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut adalah sandaran 

bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam 

memecahkan isu yang dihadapi.26 

3. Sumber Bahan Hukum 

Dalam penelitian normatif ini, sumber data yang digunakan penelitian 

adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari 

studi kepustakaan dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, terdiri dari 

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. 

a. Bahan Hukum Primer  

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum mengikat yang 

digunakan dalam penelitian.27 Bahan-bahan hukum tersebut terdiri 

dari: 

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

2. Perma RI Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Penerapan 

Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda 

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.  

3. Putusan Nomor 40/Pid.C/2018/PN Kis 

4. Putusan Nomor 186/Pid.C/2014/PN Rap 

 

 
26 Ibid, hlm. 95 
27 Amiruddin, H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT RajaGrafindo 

Persada, Jakarta, 2004, hlm. 31 
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b. Bahan Hukum Sekunder  

Yaitu1bahan-bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan 

Hukum primer, yang terdiri dari beberapa buku-buku, internet, jurnal-

jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum dan 

yurisprudensi, yang dapat dijadikan bahan kajian terkait penundaan 

eksekusi mati pasca putusan yang telah tetap. Sehingga menunjang 

penelitian yang dilakukan.28 

c. Bahan Hukum Tersier 

Yakni bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan 

mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang 

berupa doktrin-doktrin hukum dan internet.29 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik pengumpulan bahan yang digunakan dalam skripsi ini, yaitu 

studi kepustakaan dan analisis putusan hakim. Studi kepustakaan30 

dilakukan untuk mendapatkan bahan hukum sekunder yaitu buku-buku 

yang berhubungan dengan objek penulisan. Teknik pengumpulan bahan 

ini dengan cara menganalisis putusan hakim yaitu terkait hukuman pidana 

terhadap pelaku pencurian kelapa sawit. 

 

 
28Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek Cetakan ke 2, Sinar grafika: Jakarta, 

1996, hlm. 106 
29 Bambang Sunggono,Metodologi Penelitian Hukum Cetakan ke 12, PT Raja Grafindo 

Persada: Jakarta, 2011,  hlm. 114 
30 Bambang Waluyo, Op. Cit, hlm. 18 
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5. Analisis Bahan Hukum  

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah 

menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu membuat deskripsi, 

gambaran atau menjelaskan secara sistematis atas yang berhasil dihimpun 

terkait dengan pembahasan.31 

6. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif yaitu penarikan 

kesimpulanyang berawal dari pengertian umum yang kebenarannya sudah 

diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus. 

Hasil penelitian ini merupakan proposisi yang kemudian dihubungkan 

dengan permasalahan untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat lebih 

khusus guna menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian 

ini.32 

 

 

 

 
31 Moch Nazir, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia: Jakarta, 2014,hlm.2. 
32 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2007, 

hlm. 10. 
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